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Objective: This study analyzes how information systems are implemented to support 
the effectiveness of educational administration at the East Java Provincial Education 
Office, covering system use, information management, supporting and inhibiting 
factors, and development directions. Methods: A descriptive qualitative case study was 
conducted through field observation, semi-structured interviews with four purposively 
selected informants, and document analysis. Data were analyzed through condensation, 
display, and conclusion drawing, then interpreted using the DeLone and McLean 
Information Systems Success Model and Edwards III’s policy implementation 
framework. Results: Applications such as BPOPP, Dapodik, PPDB Jatim, A-GTK, and 
IKM DINDIK support data management, information provision, reporting, 
monitoring, evaluation, and decision-making; the community satisfaction score of 82.96 
falls into category B. However, implementation is constrained by dependence on a 
centralized server, inconsistent data updates, the absence of a dedicated management 
unit, non-uniform standard operating procedures, and limited budgets. Novelty: At 
the provincial level, effectiveness emerges from the interplay of technology, human 
resources, procedures, infrastructure, and governance rather than from the number of 
applications alone. A formal management team, harmonized procedures, competency 
building, and gradual infrastructure strengthening are recommended. 
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ABSTRAK 

Objektif: Penelitian ini menganalisis implementasi sistem informasi dalam mendukung 
efektivitas administrasi pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mencakup 
pemanfaatan sistem, pengelolaan informasi, faktor pendukung dan penghambat, serta arah 
pengembangan. Metode: Penelitian kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus ini 
mengumpulkan data melalui observasi lapangan, wawancara semiterstruktur terhadap empat 
informan yang dipilih secara purposif, dan studi dokumentasi atas laporan kinerja serta hasil 
survei kepuasan masyarakat. Data dianalisis melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan 
simpulan, lalu diinterpretasikan dengan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan 
McLean serta teori implementasi kebijakan Edwards III. Hasil: Aplikasi seperti BPOPP, 
Dapodik, PPDB Jatim, A-GTK, dan IKM DINDIK mendukung pengelolaan data, penyediaan 
informasi, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan; skor kepuasan 
masyarakat 82,96 masuk kategori B. Namun, implementasi terkendala ketergantungan pada 
server terpusat, pembaruan data yang belum konsisten, ketiadaan unit pengelola khusus, SOP 
yang belum seragam, dan keterbatasan anggaran. Kebaruan: Pada tingkat pemerintah 
provinsi, efektivitas sistem informasi ditentukan oleh interaksi teknologi, sumber daya 
manusia, prosedur, infrastruktur, dan tata kelola, bukan oleh jumlah aplikasi semata. 
Pengembangan perlu diarahkan pada pembentukan tim pengelola formal, penyelarasan SOP, 
peningkatan kompetensi SDM, dan penguatan infrastruktur secara bertahap. 
Kata kunci: sistem informasi; administrasi pendidikan; efektivitas; digitalisasi administrasi; 
Dinas Pendidikan
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PENDAHULUAN 
Transformasi digital telah mendorong perubahan dalam pengelolaan administrasi dan 

layanan di organisasi publik. Penggunaan teknologi informasi tidak lagi hanya berfungsi 
sebagai alat bantu untuk pekerjaan administratif, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari 
proses kerja, manajemen informasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan organisasi. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, arah transformasi tersebut diperkuat 
melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti yang diatur dalam 
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Penerapan teknologi dalam administrasi 
pemerintahan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, integrasi, 
serta kualitas layanan publik (Choirunnisa dkk., 2023). Transformasi administrasi publik juga 
tidak hanya terkait dengan penggunaan teknologi, tetapi mencakup perubahan prosedur, 
struktur, dan pola kerja organisasi agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pelayanan 
berbasis digital (Siti Saraswati Dewi dkk., 2026). 

Perubahan tersebut juga memberikan implikasi terhadap penyelenggaraan 
administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan melibatkan berbagai aktivitas pengelolaan 
data, dokumentasi, pelayanan, pelaporan, koordinasi, perencanaan, serta penyediaan 
informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi pendidikan. Kompleksitas 
informasi yang dikelola menyebabkan organisasi pendidikan membutuhkan mekanisme 
administrasi yang mampu menyediakan data secara terstruktur, mudah diakses, dan dapat 
digunakan secara tepat dalam proses kerja. Pemanfaatan teknologi informasi dalam 
manajemen perencanaan pendidikan, misalnya, dapat membantu meningkatkan efisiensi 
proses pengelolaan dan pemanfaatan informasi, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi 
oleh kesiapan pengguna dan infrastruktur pendukung (Febrianti dkk., 2023). Dengan 
demikian, efektivitas administrasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian tugas 
administratif, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola data secara tepat 
untuk mendukung pelaksanaan fungsi administrasinya. 

Dalam konteks tersebut, sistem informasi memiliki peran strategis dalam mendukung 
berbagai aktivitas administrasi pendidikan. Sistem informasi memungkinkan data 
dikumpulkan, diolah, disimpan, diperbarui, dan disajikan untuk memenuhi kebutuhan 
organisasi (Hasanuddin dkk., 2023). Pemanfaatannya dapat mencakup pengelolaan data, 
pengarsipan, pelaporan, penyampaian informasi, koordinasi, monitoring, hingga penyediaan 
informasi bagi pengambilan keputusan. Rabiah Al Adawiah dkk. (2022) menunjukkan bahwa 
manajemen data siswa berbasis teknologi informasi memiliki keterkaitan dengan efektivitas 
pelayanan administrasi kesiswaan.  

Meskipun begitu, penerapan sistem informasi tidak otomatis menghasilkan efektivitas. 
Keberhasilan penerapan sistem informasi dipengaruhi oleh banyak aspek yang saling 
berhubungan, seperti kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kompetensi 
pengguna, infrastruktur, prosedur kerja, dan dukungan organisasi (DeLone & McLean, 2003; 
Alotaibi & Alshahrani, 2022). Wawan Patriansyah dkk. (2023) menunjukkan bahwa 
implementasi sistem informasi manajemen dalam pelayanan administrasi perlu dilihat dari 
proses penggunaannya dalam aktivitas administratif dan kondisi pendukung yang tersedia. 
Pada konteks organisasi yang lebih luas, Norliani dkk. (2024) menjelaskan bahwa transformasi 
digital membawa perubahan terhadap organisasi dan membutuhkan kesiapan sumber daya 
manusia serta kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa persoalan implementasi sistem informasi tidak cukup dipahami dari 
keberadaan aplikasi, tetapi perlu dilihat dari bagaimana teknologi tersebut diterapkan dan 



Implementasi Sistem Informasi dalam Mendukung Efektivitas Administrasi Pendidikan: Studi Kasus di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur 

 

Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah: https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp   3731 
 

digunakan dalam praktik organisasi (Habsana dkk., 2026). 
Konteks tersebut relevan untuk dikaji pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan pendidikan menengah dan 
pendidikan khusus (SMA, SMK, dan SLB) melalui 24 cabang dinas di 38 kabupaten/kota 
(ANTARA Jatim, 2025). Urgensi kajian ini tampak dari skala dan dinamika data yang harus 
dikelola. Pada seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2025, misalnya, tercatat 682.252 lulusan 
SMP/sederajat, sedangkan kuota sekolah negeri hanya 261.396 sehingga sekitar 61,69% 
lulusan diarahkan ke sekolah swasta (ANTARA Jatim, 2025). Di sisi lain, indeks Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkat dari 
3,30 pada 2022 menjadi 3,62 pada 2023 dengan predikat Sangat Baik (MC Kabupaten 
Probolinggo, 2024), dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan Dinas tercatat 82,96 
atau kategori B (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2025). Data tersebut dirangkum pada 
Tabel 1. 

Tabel 1. Data Pendukung Urgensi Penelitian 

No Indikator Nilai Sumber 

1 Lulusan SMP/sederajat peserta SPMB 
2025 

682.252 orang ANTARA Jatim (2025) 

2 Kuota SPMB sekolah negeri 2025 261.396 (38,31%) ANTARA Jatim (2025) 

3 Lulusan yang diarahkan ke sekolah 
swasta 

± 61,69% ANTARA Jatim (2025) 

4 Cakupan layanan 24 cabang dinas; 38 
kabupaten/kota 

ANTARA Jatim (2025) 

5 Indeks SPBE Pemprov Jawa Timur 2022 3,30 MC Kabupaten Probolinggo (2024) 

6 Indeks SPBE Pemprov Jawa Timur 2023 3,62 (Sangat Baik) MC Kabupaten Probolinggo (2024) 

7 Skor SKM layanan Dinas Pendidikan 82,96 (kategori B) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur (2025) 

 
Data tersebut menunjukkan bahwa volume layanan yang besar menuntut pengelolaan 

data yang cepat, akurat, dan terintegrasi, sementara capaian penerapan SPBE yang membaik 
tidak serta-merta menjamin efektivitas administrasi di tingkat dinas. Kondisi spesifik 
implementasi sistem informasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena itu perlu 
dibuktikan melalui data lapangan dan dokumen yang relevan (Habsana dkk., 2026). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian sistem informasi telah berkembang 
dari digitalisasi pengelolaan data menuju perhatian pada kualitas sistem, kesiapan organisasi, 
dan penggunaan informasi dalam proses kerja. Nurmandi dkk. (2025) mengidentifikasi 
resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan infrastruktur sebagai tantangan transformasi 
digital sektor publik di Indonesia, sedangkan Silitonga (2023) menyoroti kesenjangan 
keterampilan digital di sektor publik. Pribadi dkk. (2024) menemukan bahwa keterampilan 
pegawai, kepemimpinan, regulasi, dan infrastruktur berkaitan dengan implementasi layanan 
pemerintahan digital, dan Carter dkk. (2024) memandang transformasi digital sektor publik 
sebagai proses strategis dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem informasi 
untuk menghasilkan nilai publik. Namun, penelitian sistem informasi pendidikan umumnya 
dilakukan pada tingkat sekolah dan berfokus pada pemanfaatan sistem untuk kegiatan 
administratif tertentu, seperti administrasi kesiswaan (Puspita Sari & Hidayati, 2023; Lubis & 
Aulia, 2024; Hartati dkk., 2026; Rabiah Al Adawiah dkk., 2022; Wawan Patriansyah dkk., 2023). 
Penelitian pada tingkat dinas pendidikan provinsi, yang cakupan administrasi, koordinasi, 
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dan kebutuhan informasinya lebih kompleks, masih terbatas, begitu pula kajian kualitatif 
tentang bagaimana pelaksana menggunakan sistem dalam pekerjaan sehari-hari, menerapkan 
prosedur, dan menghadapi hambatan selama implementasi. Kajian tentang prioritas sistem 
informasi pada layanan publik SPBE pun banyak dilakukan pada tingkat pemerintah kota 
(Hamjen, 2023). Dengan demikian, celah penelitian tidak hanya terletak pada perbedaan 
lokasi, tetapi pada kebutuhan memahami implementasi sistem informasi sebagai praktik 
organisasi yang dipengaruhi oleh interaksi antara teknologi, sumber daya manusia, prosedur, 
dan struktur kelembagaan (Rulinawaty dkk., 2024). 

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem 
informasi dalam mendukung efektivitas administrasi pendidikan pada Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Timur. Secara khusus, penelitian ini mengkaji (1) bentuk implementasi dan 
proses pengelolaan informasi, (2) pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung efektivitas 
administrasi dan pengambilan keputusan, (3) faktor pendukung dan penghambat 
implementasi, serta (4) arah pengembangan sistem informasi. Penelitian ini tidak diarahkan 
untuk mengukur pengaruh sistem informasi secara statistik, tetapi untuk memahami secara 
mendalam proses implementasi, bentuk pemanfaatan sistem, dan pengalaman pelaksana, 
sehingga dapat memberikan pemahaman kontekstual tentang integrasi sistem informasi ke 
dalam praktik administrasi pendidikan pada organisasi pemerintah daerah tingkat provinsi 
(Yin, 2018). 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus 
(case study) pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan 
penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana proses implementasi sistem 
informasi berlangsung dalam konteks nyata organisasi, termasuk dinamika, kendala, dan 
makna yang diberikan oleh pelaku di lapangan terhadap fenomena tersebut (Yin, 2018). 
Langkah-langkah penelitian disajikan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Alur langkah-langkah penelitian 

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, observasi 
lapangan dilakukan selama kegiatan magang untuk mengamati secara langsung praktik 
pengelolaan data dan penggunaan aplikasi sistem informasi oleh staf di Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Timur. Kedua, wawancara semiterstruktur dilakukan terhadap empat informan 
yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan dan 
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pengelolaan administrasi serta sistem informasi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. 
Identitas, peran, dan alasan pemilihan informan disajikan pada Tabel 2. Wawancara dilakukan 
pada 11–12 Maret 2026 dengan durasi sebagaimana tercantum pada Tabel 2, dan bertujuan 
menggali kondisi objektif, proses pengembangan sistem, mekanisme pembiayaan, 
pemanfaatan informasi, serta kendala dalam pengelolaan sistem informasi pendidikan (Yin, 
2018). 

Tabel 2. Profil Informan Penelitian 

Kode Informan Jabatan/Peran Alasan Pemilihan Durasi 
I-1 Hanna Silia Karti, 

S.Si. 
Pembimbing 
Pamong 

Dipilih karena terlibat langsung dalam pendampingan 
kegiatan MBKM dan pelaksanaan administrasi di Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur, sehingga memahami 
proses administrasi dan penggunaan sistem informasi 
dalam kegiatan kedinasan. 

20 menit 

I-2 Hieka Wahyu 
Pratama 

Kepala Unit 
SUNGGRAM 

Dipilih karena memiliki peran koordinatif dalam 
pengelolaan dan pelaksanaan sistem informasi, sehingga 
dapat memberikan informasi mengenai proses 
implementasi, koordinasi, serta kendala penggunaan 
sistem informasi. 

10 menit 

I-3 Much. 
Andinouval 
Ramadhani, 
S.Kom. 

Koordinator 
Pamong 

Dipilih karena terlibat dalam pelaksanaan administrasi 
dan penggunaan sistem informasi secara langsung, 
sehingga dapat memberikan informasi mengenai praktik 
implementasi sistem dalam pekerjaan sehari-hari. 

15 menit 

I-4 Nisa Pegawai Dinas 
Pendidikan 
Provinsi Jawa 
Timur 

Dipilih karena terlibat dalam aktivitas administrasi di 
lingkungan Dinas Pendidikan dan memiliki pengalaman 
langsung dalam penggunaan sistem informasi untuk 
mendukung pekerjaan administrasi. 

10 menit 

 
Ketiga, studi dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap terhadap dokumen 

pendukung, yaitu data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), laporan kinerja, serta 
deskripsi aplikasi layanan informasi pada portal DIKDIN Provinsi Jawa Timur (Yin, 2018). 

Analisis data dilakukan secara tematik mengikuti tahapan kondensasi data, penyajian 
data, dan penarikan simpulan (Miles dkk., 2014). Kondensasi data dilakukan dengan memberi 
kode terbuka pada transkrip wawancara (misalnya kode “INFRA” untuk data terkait 
infrastruktur dan “SDM” untuk data terkait sumber daya manusia), yang kemudian 
dikelompokkan ke dalam sepuluh komponen pengelolaan sistem informasi pendidikan, yaitu 
bentuk aplikasi yang tersedia, proses pengembangan sistem, jenis data dan informasi, 
prosedur pengumpulan dan pelaporan data, struktur organisasi pengelola, sarana dan 
prasarana, mekanisme pembiayaan, Standar Operasional Prosedur, pemanfaatan informasi 
untuk pengambilan keputusan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Setiap komponen 
kemudian diinterpretasikan menggunakan dimensi Information Systems Success Model yaitu 
kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan manfaat bersih, serta empat faktor 
implementasi kebijakan Edwards III. Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber, 
yakni membandingkan hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumen pendukung 
yang relevan (DeLone & McLean, 2003; Edwards, 1980). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 

Hasil penelitian disajikan dalam uraian ringkas, tabel, dan gambar agar mudah 
dipahami. Ringkasan seluruh temuan ditampilkan pada Tabel 3, sedangkan faktor 
pendukung, faktor penghambat, dan upaya penanganannya dirangkum pada Tabel 4. 
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Tabel 3. Ringkasan Temuan Implementasi Sistem Informasi dan Layanan Digital 

No Aspek Temuan Penelitian Sumber Data 
1 Aplikasi sistem 

informasi 
Tersedia BPOPP, Pendidikan Anti Korupsi, RRJS, ISMA, A-
GTK, PPDB Jatim, SMANOR, IKM DINDIK, Siiska, dan 
Dapodik 

Observasi, wawancara 

2 Pengelolaan sistem Pengembangan kecil dilakukan melalui pemeliharaan 
berkala, sedangkan pengembangan besar menggunakan 
pihak ketiga 

Observasi, wawancara 

3 Infrastruktur Menggunakan komputer kantor dan server terpusat dari 
Kominfo 

Observasi, wawancara 

4 Pengelolaan data Data dikumpulkan dari sekolah, diteruskan melalui cabang 
dinas, kemudian dilakukan proses verifikasi 

Observasi, wawancara 

5 Pengambilan 
keputusan 

Data IKM/SKM (skor 82,96; kategori B) digunakan sebagai 
bahan evaluasi pelayanan 

Dokumentasi (laporan 
SKM), wawancara 

6 Faktor pendukung Aplikasi tersedia, terdapat SDM yang mampu mengelola, 
dukungan SOP PPID, dan monitoring berkala 

Observasi, wawancara 

7 Monitoring dan 
evaluasi 

Dilakukan secara berkala, termasuk pengecekan data setiap 
bulan 

Observasi, wawancara 

8 Faktor penghambat Ketergantungan server pusat, pembaruan data belum 
konsisten, belum ada struktur khusus, SOP belum seragam, 
dan keterbatasan anggaran 

Observasi, wawancara 

9 Pelayanan informasi Informasi pendidikan (RENSTRA, RENJA, RKA, laporan 
kinerja, dan lainnya) disediakan melalui layanan digital 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

Dokumentasi (portal), 
observasi 

 
1. Implementasi Sistem Informasi dalam Administrasi Pendidikan 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sistem informasi telah 
digunakan dalam berbagai kegiatan administrasi dan pelayanan pendidikan di Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tidak hanya untuk menyimpan data, tetapi juga untuk 
penginputan, pengolahan, penyampaian informasi, pelaporan, dan pelayanan kepada 
masyarakat. Aplikasi yang digunakan antara lain BPOPP, ISMA, A-GTK, PPDB Jatim, IKM 
DINDIK, Siiska, dan Dapodik (Gambar 2 dan Gambar 3). Informan I-1 menyampaikan, “Kami 
melakukan pengecekan data pada aplikasi setiap bulan untuk memastikan seluruh sistem 
berjalan dan datanya masih valid” (Wawancara dengan Informan I-1, Pamong, 12 Maret 2026). 
Pernyataan ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem mencakup pemeriksaan dan 
pemutakhiran data untuk menjaga validitas informasi. 
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Gambar 2. Ekosistem aplikasi dan layanan informasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Timur 
Informasi dan data pendidikan juga diintegrasikan melalui laman resmi Dinas yang 

memuat antara lain RENSTRA, RENJA, RKA, CALK, SK layanan, kalender pendidikan, juknis 
SPMB Jatim, data inventaris dan aset, serta laporan kinerja. Menurut I-2, pengembangan skala 
kecil dilakukan melalui pemeliharaan berkala (daily maintenance), sedangkan pengembangan 
skala besar menggunakan pihak ketiga. Seluruh wilayah Jawa Timur terintegrasi melalui 
server terpusat; kondisi ini memungkinkan integrasi sistem, tetapi menimbulkan 
ketergantungan karena gangguan pada server pusat dapat memengaruhi sistem di daerah dan 
penanganannya harus melalui prosedur dan administrasi resmi kepada pihak yang 
berwenang. 

[Tempel: (a) Tangkapan layar Dapodik] [Tempel: (b) Tangkapan layar PPDB/SPMB Jatim] 

[Tempel: (c) Tangkapan layar IKM DINDIK] 
[Tempel: (d) Foto gedung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 

Timur] 

Gambar 3. Tampilan aplikasi sistem informasi dan lokasi penelitian: (a) Dapodik, (b) 
PPDB/SPMB Jatim, (c) IKM DINDIK, (d) gedung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
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(Sumber: dokumentasi penulis, 2026) 
2. Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Mendukung Efektivitas Administrasi 
Sistem informasi memungkinkan data dikumpulkan dan disampaikan melalui 

mekanisme yang lebih terstruktur. Menurut I-3, pada Dapodik data berasal dari sekolah, 
diteruskan melalui cabang dinas, lalu diverifikasi oleh pihak yang berwenang (Gambar 4a). 
Ketika suatu bidang membutuhkan informasi tertentu, permintaan data disampaikan kepada 
bidang yang mengelola data tersebut sehingga sistem membantu pertukaran informasi 
antarpihak. Dalam pengambilan keputusan, I-4 mencontohkan IKM DINDIK: SKM 
menghasilkan skor 82,96 yang menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 
termasuk mutu pelayanan “B” (Baik) pada skala 25–100 (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur, 2025; Gambar 4b). Skor yang baik dapat dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan 
layanan dengan kepuasan rendah menjadi bahan perbaikan. 

 
Gambar 4. (a) Alur pengumpulan dan verifikasi data Dapodik; (b) posisi skor SKM 82,96 

pada skala mutu pelayanan 
3. Dampak Implementasi Sistem Informasi terhadap Administrasi Pendidikan 
Dampak yang terlihat adalah tersedianya data dan informasi dalam bentuk digital 

untuk mendukung pekerjaan administrasi dan pelayanan informasi, pengelolaan data yang 
lebih terstruktur, serta berkurangnya ketergantungan pada proses administrasi yang 
sepenuhnya manual. Integrasi informasi melalui layanan digital memungkinkan informasi 
pendidikan disediakan dalam satu lingkungan layanan sehingga membantu keterbukaan 
informasi dan memudahkan masyarakat. Namun, efektivitas tersebut masih dipengaruhi 
kualitas infrastruktur, keteraturan pembaruan data, kesiapan sumber daya manusia, dan 
koordinasi antarbidang, sehingga optimalisasi penggunaan masih membutuhkan perbaikan. 

4. Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Upaya Penanganan 
Walaupun implementasi telah berjalan cukup baik, penelitian menemukan lima 

kendala utama. Pembaruan data harus menunggu setiap bidang menyelesaikan pengisian, 
dan sebagian sekolah memperbarui data hanya ketika ada kebutuhan tertentu, terutama 
terkait dana BOS (I-3). Pembiayaan bersumber dari anggaran pemerintah daerah; pengajuan 
ditampung dan disaring sebelum diteruskan kepada BAPPEDA, dan anggaran belum tentu 
dicairkan penuh (I-2). Seluruh faktor beserta sumber informan dan upaya penanganannya 
disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Upaya Penanganan 

No Jenis Temuan Sumber Upaya / arah pengembangan 
1 Pendukung Tersedia aplikasi sesuai kebutuhan 

administrasi (BPOPP, Dapodik, PPDB 
Jatim, A-GTK, IKM DINDIK) 

I-1, I-2 Dipertahankan dan dikembangkan 

2 Pendukung Ada pegawai yang mampu 
menjalankan sistem dan ditugaskan 
sesuai keahlian 

I-2 Peningkatan kompetensi SDM 

3 Pendukung Komputer kantor dan jaringan 
tersedia 

Observasi Penyediaan perangkat dan jaringan yang 
memadai 

4 Pendukung PPID memiliki SOP pelayanan 
informasi 

I-2 SOP PPID dijadikan acuan 

5 Pendukung Monitoring dan evaluasi berkala 
(pengecekan bulanan; pihak ketiga 
bila perlu) 

I-1 Dilanjutkan secara berkala 

6 Penghambat Ketergantungan pada server terpusat 
yang dikelola Kominfo 

I-2 Koordinasi dengan pihak berwenang 
melalui prosedur resmi; kemandirian 
sistem bertahap 

7 Penghambat Pembaruan data belum konsisten I-3 Koordinasi antarbidang; jadwal 
pembaruan rutin melalui cabang dinas 

8 Penghambat Belum ada unit pengelola khusus I-2 Pembentukan tim/penanggung jawab di 
bawah PPID 

9 Penghambat SOP belum seragam antarbidang I-2 Penyelarasan SOP dengan SOP PPID 
sebagai acuan 

10 Penghambat Keterbatasan anggaran I-2 Pengajuan melalui BAPPEDA; 
pemeliharaan disesuaikan dengan 
anggaran tersedia 

 
Berdasarkan hasil analisis pengembangan, terdapat tiga arah pengembangan utama, 

yaitu penguatan kelembagaan pengelola sistem informasi, penyelarasan SOP, serta 
peningkatan sarana dan prasarana. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan 
tim atau penanggung jawab dengan pembagian tugas yang jelas. Penyelarasan SOP dilakukan 
dengan mengevaluasi prosedur yang ada dan menjadikan SOP PPID sebagai acuan. 
Peningkatan sarana dan prasarana diarahkan pada penyediaan perangkat yang memadai, 
jaringan yang stabil, peningkatan kemampuan SDM, dan pengembangan kemandirian sistem 
secara bertahap. 
Pembahasan 

Pembahasan ini menafsirkan temuan dengan dua kerangka yang digunakan dalam 
analisis, yaitu dimensi kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003), yang 
mencakup kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, dan manfaat bersih, serta 
empat faktor implementasi kebijakan Edwards (1980), yaitu komunikasi, sumber daya, 
disposisi, dan struktur birokrasi. Setiap temuan juga dibandingkan dengan penelitian 
terdahulu. Keterkaitan temuan dengan kedua kerangka tersebut diringkas pada Tabel 5. 

Tabel 5. Keterkaitan Temuan dengan Kerangka Teoretis 

No Temuan DeLone dan McLean (2003) Edwards (1980) 
1 Berbagai aplikasi dan laman layanan 

digunakan; pengembangan besar melalui 
pihak ketiga 

Kualitas sistem; manfaat bersih Sumber daya 

2 Data dikumpulkan dan diverifikasi secara 
berjenjang (sekolah, cabang dinas, dinas) 

Kualitas informasi Komunikasi 
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No Temuan DeLone dan McLean (2003) Edwards (1980) 
3 Hasil SKM (82,96) digunakan sebagai bahan 

evaluasi layanan 
Kualitas informasi; manfaat 
bersih 

– 

4 Ketergantungan pada server terpusat Kualitas sistem (ketersediaan 
dan keandalan) 

Sumber daya; struktur 
birokrasi 

5 Keterbatasan anggaran Kualitas sistem (pemeliharaan 
dan pengembangan) 

Sumber daya 

6 Belum ada unit pengelola khusus; 
penugasan berdasarkan kemampuan 

Kualitas layanan Sumber daya; disposisi; 
struktur birokrasi 

7 SOP belum seragam antarbidang Kualitas layanan Struktur birokrasi 
8 Pembaruan data belum konsisten Kualitas informasi 

(kelengkapan, akurasi, 
ketepatan waktu) 

Komunikasi; disposisi 

9 Monitoring dan evaluasi bulanan Kualitas sistem; manfaat bersih Struktur birokrasi 

 
Sebaran keterkaitan tersebut divisualisasikan pada Gambar 5. Dimensi kualitas sistem 

dan faktor sumber daya serta struktur birokrasi paling banyak muncul, yang menunjukkan 
bahwa persoalan teknologi dan tata kelola berjalan bersamaan dalam implementasi di tingkat 
provinsi. 

 
Gambar 5. Jumlah temuan yang terkait dengan setiap dimensi DeLone dan McLean (2003) 

dan faktor Edwards (1980) 
1. Implementasi Sistem Informasi sebagai Pendukung Administrasi Pendidikan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
memanfaatkan berbagai aplikasi, seperti BPOPP, ISMA, A-GTK, PPDB Jatim, IKM DINDIK, 
Siiska, dan Dapodik, serta laman resmi untuk mengintegrasikan data dan informasi layanan. 
Temuan ini mencerminkan dimensi kualitas sistem dalam model DeLone dan McLean (2003), 
karena keberagaman fungsi aplikasi menunjukkan kemampuan sistem dalam mendukung 
kebutuhan administrasi, sedangkan pemanfaatannya dalam pengelolaan data, pelayanan, dan 
pelaporan menunjukkan manfaat bersih yang diperoleh organisasi. Temuan ini sejalan dengan 
Rulinawaty dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi 
berpengaruh terhadap efektivitas implementasi sistem informasi. Puspita Sari dan Hidayati 
(2023) juga menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat diintegrasikan dalam pelayanan 
administrasi pendidikan. Perbedaannya, penelitian sebelumnya, seperti Lubis dan Aulia 
(2024) yang menemukan bahwa sistem informasi manajemen dan Dapodik meningkatkan 
aksesibilitas informasi dan efisiensi administrasi di sebuah SMP swasta, lebih banyak 
dilakukan pada tingkat sekolah, sedangkan penelitian ini menunjukkan pemanfaatan sistem 
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informasi pada tingkat provinsi yang menghubungkan sekolah, cabang dinas, dan dinas, 
sehingga persoalan koordinasi dan pembagian kewenangan menjadi lebih menonjol. Temuan 
ini juga konsisten dengan Alotaibi dan Alshahrani (2022) yang menegaskan bahwa kerangka 
DeLone dan McLean relevan untuk menilai keberhasilan sistem informasi di lingkungan 
pendidikan, meskipun pengaruh setiap dimensi dapat berbeda menurut konteks 
penggunaannya. 

2. Sistem Informasi dan Efektivitas Administrasi 
Temuan bahwa data dapat dikumpulkan dan disampaikan melalui mekanisme yang 

lebih terstruktur, serta informasi lebih mudah diakses dan digunakan, mencerminkan dimensi 
manfaat bersih dalam model DeLone dan McLean (2003), yaitu peningkatan efisiensi dan 
kemudahan akses informasi. Alur pengumpulan data dari sekolah ke cabang dinas hingga 
verifikasi di tingkat dinas, seperti pada Dapodik, juga mencerminkan faktor komunikasi 
dalam kerangka Edwards (1980), yaitu bagaimana informasi ditransmisikan secara jelas dan 
konsisten antartingkat pelaksana. Penerapan sistem Data Pokok Pendidikan pada tingkat 
satuan pendidikan dasar juga telah dikaji oleh Handayani dkk. (2024); penelitian ini 
melengkapinya dengan menyoroti alur data berjenjang hingga tingkat dinas provinsi. 

Hasil ini sejalan dengan Ariatpi dan Ismatullah (2025) yang menunjukkan bahwa 
implementasi sistem informasi manajemen berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan 
efektivitas pelayanan administrasi pendidikan. Namun, efektivitas tidak hanya ditentukan 
oleh keberadaan aplikasi. Rulinawaty dkk. (2024), dalam penelitiannya pada learning 
management system, menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, 
persepsi manfaat, dan kepuasan pengguna berhubungan dengan efektivitas implementasi 
sistem informasi. Hal ini relevan dengan kondisi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 
karena sistem yang tersedia perlu didukung oleh data yang lengkap, akurat, dan diperbarui 
tepat waktu agar manfaat bersihnya optimal. Choirunnisa dkk. (2023) juga membahas peran 
SPBE dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik, yang sejalan dengan temuan bahwa 
layanan digital Dinas memudahkan masyarakat memperoleh informasi. 

Dengan demikian, efektivitas sistem informasi tidak cukup dilihat dari banyaknya 
aplikasi yang tersedia, tetapi dari sejauh mana aplikasi tersebut menghasilkan informasi yang 
dapat digunakan untuk pekerjaan administrasi dan kebutuhan organisasi. 

3. Integrasi Data dan Pengambilan Keputusan 
Penggunaan IKM DINDIK dan hasil SKM sebesar 82,96 (kategori B) menunjukkan 

bahwa data dari sistem informasi dapat digunakan untuk menilai pelayanan dari sudut 
pandang masyarakat dan menjadi dasar evaluasi. Temuan ini mencerminkan dimensi kualitas 
informasi dan manfaat bersih dalam model DeLone dan McLean (2003), yaitu informasi yang 
relevan dan dapat digunakan untuk mendukung keputusan. 

Ketika tingkat kepuasan tinggi, layanan dapat dipertahankan dan dikembangkan, 
sedangkan hasil yang rendah menjadi bahan perbaikan. Temuan ini sejalan dengan Pribadi 
dkk. (2024) yang menemukan bahwa implementasi layanan pemerintahan digital di Indonesia 
berkaitan dengan keterampilan pegawai, kepemimpinan, regulasi, infrastruktur, transparansi, 
dan akuntabilitas, serta dengan Polyando (2025) yang menempatkan tata kelola data dan 
sistem informasi publik sebagai bagian penting dalam mendukung fungsi pemerintah daerah. 
Artinya, pemanfaatan sistem informasi di organisasi pemerintahan berkaitan tidak hanya 
dengan teknologi, tetapi juga dengan bagaimana informasi digunakan dalam tata kelola 
organisasi. 
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4. Infrastruktur, Ketergantungan terhadap Server Terpusat, dan Anggaran 
Belum adanya server mandiri membuat layanan Dinas Pendidikan bergantung pada 

server terpusat yang dikelola Kominfo. Dalam kerangka DeLone dan McLean (2003), kondisi 
ini berkaitan dengan dimensi kualitas sistem, terutama ketersediaan dan keandalan layanan, 
karena gangguan pada server pusat berdampak langsung pada sistem yang digunakan Dinas. 
Dari perspektif Edwards (1980), kondisi ini menyangkut faktor sumber daya (infrastruktur) 
dan struktur birokrasi, sebab penanganan gangguan harus melalui prosedur dan administrasi 
resmi kepada pihak yang berwenang sehingga tidak dapat dilakukan langsung oleh Dinas. Di 
sisi lain, server terpusat memungkinkan integrasi sistem di seluruh wilayah Jawa Timur. 

Keterbatasan anggaran memperkuat kondisi tersebut. Pembiayaan bersumber dari 
anggaran pemerintah daerah, diajukan melalui BAPPEDA, dan tidak selalu dicairkan penuh 
sehingga pemeliharaan dan pengembangan sistem harus menyesuaikan anggaran yang 
tersedia. Dalam kerangka Edwards (1980), hal ini merupakan keterbatasan sumber daya yang 
memengaruhi keberlanjutan pengembangan sistem. 

Temuan ini sejalan dengan Nurmandi dkk. (2025) yang mengidentifikasi keterbatasan 
infrastruktur sebagai salah satu tantangan utama transformasi digital sektor publik di 
Indonesia, dan dengan Mundzir dan Laventia (2025) yang menjelaskan bahwa transformasi 
administrasi pendidikan masih menghadapi kesenjangan infrastruktur, kemampuan digital, 
dan kesiapan organisasi. Sri Wahyuningsih dkk. (2024) melalui pendekatan TAM dan DeLone-
McLean juga menunjukkan pentingnya faktor kualitas dan penerimaan sistem dalam 
menentukan keberhasilan sistem informasi. Dengan demikian, rencana peningkatan sarana 
dan prasarana serta pengurangan ketergantungan pada server eksternal secara bertahap 
merupakan arah pengembangan yang relevan. 

5. Sumber Daya Manusia dan Struktur Pengelola Sistem Informasi 
Belum adanya struktur organisasi khusus yang menangani sistem informasi, dengan 

pengelolaan di bawah PPID dan penugasan kepada pegawai yang dianggap mampu, 
berkaitan dengan tiga faktor dalam kerangka Edwards (1980). Pertama, sumber daya manusia: 
keberlangsungan sistem bergantung pada kemampuan individu tertentu. Kedua, disposisi: 
penugasan berdasarkan kemampuan menunjukkan bahwa sistem bergantung pada kesediaan 
dan komitmen pelaksana, bukan pada penugasan formal. Ketiga, struktur birokrasi: tanpa unit 
khusus, pembagian tanggung jawab belum terstruktur. Dalam kerangka DeLone dan McLean 
(2003), kondisi ini berpotensi memengaruhi dimensi kualitas layanan, yaitu dukungan yang 
diterima pengguna sistem. Habsana dkk. (2026) juga menemukan bahwa implementasi SPBE 
di Indonesia masih menghadapi kesenjangan kompetensi sumber daya manusia dan 
infrastruktur TIK serta struktur birokrasi yang terfragmentasi, sehingga temuan di Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur sejalan dengan gambaran nasional tersebut. 

Pribadi dkk. (2024) menemukan bahwa keterampilan pegawai, kepemimpinan, 
regulasi, dan infrastruktur memiliki pengaruh positif terhadap implementasi layanan 
pemerintahan digital, dan Silitonga (2023) menyoroti kesenjangan keterampilan digital di 
sektor publik Indonesia. Temuan penelitian ini memperkuat kedua penelitian tersebut bahwa 
keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada 
kesiapan organisasi dan sumber daya manusia. 

Oleh karena itu, pembentukan tim atau penanggung jawab sistem informasi dengan 
tugas dan tanggung jawab yang jelas di bawah koordinasi PPID menjadi kebutuhan 
pengembangan. Langkah ini tidak harus langsung membentuk struktur organisasi baru yang 
besar, tetapi dapat dimulai melalui pembagian tugas yang jelas. 
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6. Standardisasi SOP dalam Pengelolaan Informasi 
Belum seragamnya SOP antarbidang, meskipun PPID telah memiliki SOP pelayanan 

informasi, berkaitan dengan faktor struktur birokrasi dalam kerangka Edwards (1980). SOP 
berfungsi menyeragamkan tindakan pelaksana, sedangkan perbedaan alur antarbidang 
menunjukkan adanya fragmentasi tanggung jawab. Dalam kerangka DeLone dan McLean 
(2003), perbedaan alur tersebut dapat memengaruhi konsistensi kualitas layanan informasi. 
Perbedaan SOP dapat dimaklumi karena karakteristik pekerjaan setiap bidang berbeda, tetapi 
tetap diperlukan standar umum yang memperjelas penanggung jawab data, cara perolehan 
data, verifikasi, dan penyampaian informasi. 

Puspita Sari dan Hidayati (2023) menunjukkan bahwa strategi sistem informasi perlu 
disesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan melibatkan pengguna dalam 
pengelolaannya. Dalam konteks Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, SOP PPID dapat 
menjadi acuan penyelarasan prosedur pada bidang lain, disertai sosialisasi dan evaluasi 
berkala agar standar yang disusun benar-benar diterapkan. 

7. Pembaruan dan Keakuratan Data 
Pembaruan data yang belum konsisten, baik karena informasi harus menunggu setiap 

bidang menyelesaikan pengisian maupun karena sebagian sekolah memperbarui data hanya 
ketika ada kebutuhan tertentu, terutama terkait dana BOS, mencerminkan dimensi kualitas 
informasi dalam model DeLone dan McLean (2003), yang menekankan kelengkapan, akurasi, 
dan ketepatan waktu informasi. Dalam kerangka Edwards (1980), temuan ini mencerminkan 
faktor disposisi, karena pembaruan data oleh sekolah lebih dipengaruhi oleh kebutuhan dan 
insentif tertentu daripada kebiasaan kerja yang rutin, serta faktor komunikasi, karena 
pembaruan bergantung pada koordinasi antarbidang dan antartingkat. Sahrul dkk. (2026) juga 
melaporkan bahwa pemanfaatan Dapodik terkendala keterbatasan jaringan, pemeliharaan 
server, dan keterlambatan pembaruan data, sedangkan Wandik dan Murniarti (2026) 
menyoroti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi dalam 
pengelolaan Dapodik di daerah terpencil. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi sangat bergantung pada 
kualitas data yang dimasukkan oleh pengguna: aplikasi yang baik tidak menghasilkan 
informasi yang optimal apabila data tidak lengkap atau terlambat diperbarui. Temuan ini 
sejalan dengan Rulinawaty dkk. (2024) yang menemukan bahwa kualitas sistem dan kualitas 
informasi berhubungan dengan efektivitas implementasi sistem informasi. Penelitian tentang 
kesuksesan Dapodik dengan model DeLone dan McLean (Natasya & Farozi, 2024) juga 
menempatkan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan 
pengguna, dan manfaat bersih sebagai aspek keberhasilan sistem informasi. 

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas sistem informasi di Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Timur perlu disertai peningkatan kedisiplinan pembaruan data. Koordinasi antara 
sekolah, cabang dinas, dan Dinas Pendidikan menjadi penting agar data yang tersedia dapat 
digunakan sebagai dasar administrasi dan perencanaan secara lebih akurat. 

8. Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi 
Pengecekan data dan sistem yang dilakukan setiap bulan, dengan kemungkinan 

melibatkan pihak ketiga, menjadi salah satu kekuatan pengelolaan sistem informasi. Dalam 
kerangka DeLone dan McLean (2003), monitoring rutin membantu menjaga kualitas sistem 
dan kualitas informasi sehingga manfaat bersih dapat dipertahankan. Dalam kerangka 
Edwards (1980), monitoring rutin menunjukkan adanya mekanisme pengawasan dalam 
struktur birokrasi. Hartati dkk. (2026) menunjukkan bahwa evaluasi berkala terhadap kualitas 
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data merupakan bagian dari strategi penguatan layanan administrasi pelaporan Dapodik di 
sekolah. 

Monitoring berkala penting karena gangguan sistem, keterlambatan pembaruan data, 
dan permasalahan penginputan tidak selalu dapat diketahui sejak awal. Temuan ini sejalan 
dengan Rulinawaty dkk. (2024) yang menekankan pentingnya kualitas sistem, informasi, 
layanan, dan manfaat bagi pengguna dalam menilai efektivitas sistem informasi. Artinya, 
evaluasi tidak cukup hanya melihat apakah aplikasi dapat digunakan, tetapi juga apakah 
sistem memberikan manfaat bagi pekerjaan pengguna. 

9. Arah Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan 
Tiga arah pengembangan, yaitu kelembagaan, standardisasi prosedur, dan 

infrastruktur, berkaitan langsung dengan faktor-faktor dalam kerangka Edwards (1980): 
kelembagaan dengan struktur birokrasi dan disposisi, standardisasi SOP dengan struktur 
birokrasi dan komunikasi, serta infrastruktur dengan sumber daya. Ketiganya juga ditujukan 
untuk memperbaiki dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan agar 
manfaat bersih meningkat (DeLone & McLean, 2003). Ketiga arah tersebut saling berkaitan 
sehingga perlu dilaksanakan secara simultan: penguatan kelembagaan tanpa standar prosedur 
yang jelas sulit diterapkan secara konsisten, sementara infrastruktur yang memadai tidak akan 
optimal tanpa kejelasan pengelola. 

Arah ini sejalan dengan Pribadi dkk. (2024) dan Silitonga (2023) yang menempatkan 
keterampilan sumber daya manusia, kepemimpinan, regulasi, dan infrastruktur sebagai faktor 
penting digitalisasi sektor publik, serta dengan Nurmandi dkk. (2025) yang menekankan 
kolaborasi lintas sektor dan perbaikan infrastruktur. Digitalisasi juga perlu dipandang bukan 
hanya sebagai pengadaan teknologi, tetapi sebagai perubahan dalam proses kerja dan tata 
kelola organisasi. Ketergantungan terhadap server eksternal tidak harus langsung 
dihilangkan, tetapi dapat dikurangi melalui perencanaan infrastruktur jangka menengah dan 
jangka panjang. Pandangan ini sejalan dengan Ilham dkk. (2025) yang memosisikan SPBE 
sebagai pilar tata kelola pemerintahan daerah yang baik. 

10. Sintesis Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi sistem informasi di Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas 
administrasi pendidikan. Sistem informasi telah digunakan untuk mendukung pengelolaan 
data, penyediaan informasi, pelayanan publik, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan 
pengambilan keputusan. Manfaat paling terlihat pada kemudahan pengelolaan dan 
penyediaan data serta dukungannya terhadap pelayanan dan evaluasi. 

Secara teoretis, dimensi DeLone dan McLean (2003) paling menjelaskan manfaat yang 
dirasakan, terutama kualitas informasi dan manfaat bersih, sedangkan faktor Edwards (1980) 
paling menjelaskan hambatan, terutama sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Tabel 
5). Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sistem informasi pendidikan di tingkat provinsi 
tidak dapat dijelaskan semata oleh model kesuksesan sistem informasi yang generik, karena 
tata kelola birokrasi dan keterbatasan struktural organisasi turut membentuk keberhasilannya. 
Keberadaan banyak aplikasi belum otomatis membuat pengelolaan optimal, sebab masih 
terdapat persoalan pada infrastruktur, pembaruan data, struktur pengelola, SOP, dan 
pembiayaan. 

Secara keseluruhan, implementasi sistem informasi dapat dinilai telah berjalan cukup 
baik dan bermanfaat bagi pelaksanaan administrasi pendidikan. Kontribusi praktis penelitian 
ini adalah rekomendasi penguatan kelembagaan pengelola sistem informasi dan standardisasi 
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SOP lintas bidang. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan studi kasus tunggal dengan 
empat informan sehingga generalisasi temuan ke provinsi lain terbatas. Penelitian selanjutnya 
dapat memperluas kajian ke beberapa dinas pendidikan provinsi untuk membandingkan pola 
implementasi dan hambatannya. 

 
KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi sistem informasi di Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah berjalan cukup baik dan berkontribusi terhadap 
efektivitas administrasi pendidikan. Berbagai aplikasi, seperti BPOPP, Dapodik, PPDB Jatim, 
A-GTK, dan IKM DINDIK, serta laman resmi mendukung pengelolaan data, penyediaan 
informasi, pelaporan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan, antara lain melalui 
skor kepuasan masyarakat 82,96 (kategori B). Faktor pendukungnya meliputi ketersediaan 
aplikasi, sumber daya manusia yang mampu, SOP PPID, dan monitoring bulanan. 
Hambatannya meliputi ketergantungan pada server terpusat, pembaruan data yang belum 
konsisten, ketiadaan unit pengelola khusus, SOP yang belum seragam, dan keterbatasan 
anggaran. Efektivitas ditentukan oleh interaksi teknologi, sumber daya manusia, prosedur, 
infrastruktur, dan tata kelola. Secara teoretis, dimensi DeLone dan McLean paling menjelaskan 
manfaat sistem, sedangkan faktor Edwards paling menjelaskan hambatan. Dinas disarankan 
membentuk tim pengelola sistem informasi di bawah koordinasi PPID, menyelaraskan SOP 
dengan SOP PPID sebagai templat, melatih tim dan petugas data, menyusun rencana 
infrastruktur bertahap beserta prosedur cadangan saat server pusat terganggu, serta 
menetapkan jadwal pembaruan data rutin bagi sekolah. Karena penelitian ini berupa studi 
kasus tunggal dengan empat informan, penelitian selanjutnya dapat membandingkan 
beberapa dinas pendidikan provinsi. 
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